
INSTRUKSI 
MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN 

Nomor : 951/Menhutbun-II/1999 
  

TENTANG 
  

PERCEPATAN KEGIATAN OPERASIONAL LAPANGAN 
HASIL REDESIGN HAK PENGUSAHAAN HUTAN (HPH) 

  
MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN, 

  
Menimbang      : 
  

bahwa dalam rangka pelaksanaan redesign Hak Pengusahaan Hutan (HPH) Alam 
Kesatuan Pengusahaan Hutan Produksi (KPHP) untuk mencapai pengelolaan hutan 
lesatri (Sustainable Forest Management/ SFM); tidak terjadinya pemutusan hubungan 
kerja (PHK); serta tidak adanya stagnasi produksi, maka untuk menyenggarakan hal 
tersebut dipandang perlu menetapkan Instruksi Menteri Kehutanan dan Perkebunan. 

                                                                                                                       
Mengingat        : 

1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 Tentang Perencanaan Hutan;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil 

Hutan pada Hutan Produksi;  
4. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 728/Kpts-II/1998 tentang Luas 

Maksimum Pengusahaan Hutan dan Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Budidaya 
Perkebunan;  

5. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor138/Kpts-II/1999 jo Keputusan 
Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 245/Kpts-II/1999 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Departemen Kehutanan dan Perkebunan;  

6. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 312/Kpts-II/1999 tentang Tata 
Cara Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Melalui Permohonan.  

  
MENGINSTRUKSIKAN : 

  
Kepada : Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Produksi;

UNTUK :

PERTAMA : Mengarahkan kepada pemegang Hak Pengusahaan Hutan baru yang masih dalam 
proses penyelesaian SK HPH untuk menyelenggarakan kegiatan pengusahaan 
hutan dengan berdasarkan:
a. Sustainable Forest Management, sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh 

HPH lama;
b. Memberdayakan Sumber Daya Manusia dari HPH lama sehingga tidak terjadi 

stagnasi adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
c. Menjaga keberlanjutan pasokan bahan baku Industri Pengelolaan Kayu Hulu 

(IPKH) yang terkait dengan HPH lama, didasarkan pada harga jual pasar;
d. Sedapat mungkin memanfaatkan peralatan pemanenan hutan (logging) HPH 

lama dan sarana pendukungnya secara optimal sesuai pertimbangan bisnis.



Ditetapkan di : J A K A R T A  
Pada tanggal : 14 Oktober 1999

MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN,
t.t.d.                                   

Dr. Ir . MUSLIMIN NASUTION               

  
  
Salinan Instruksi ini disampaikan kepada Yth : 
1.      Para Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan dan Perkebunan 
2.      Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan seluruh Indonesia 
3.      Para Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Tingkat I seluruh Indonesia 

  

KEDUA : Memberikan Jatah Tebangan Tahunan dalam bentuk Bagan Kerja, sehingga tidak 
terjadi stagnasi kegiatan pengusahaan hutan dan pasokan bahan baku industri.

KETIGA : Melaksanakan redesign HPH, yang tetap berpedoman pada pengelolaan hutan 
lestari.

KEEMPAT : Dalam hal pemegang HPH yang diredesign telah melaksanakan Amdal,  maka 
untuk menghindari stagnasi kegiatan agar pemegang HPH baru diarahkan untuk 
menyusun Upaya Kelola Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan 
(UPL).

KELIMA: Dengan ditetapkannya Instruksi ini maka Instruksi Menteri Kehutanan dan 
Perkebunan Nomor 951/Menhutbun-II/1999 dinyatakan  tidak berlaku.

KEENAM : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


